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PEMAHAMAN 

5 W (What, Why, Where, When, Who) dan 1 H (How) 
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1. WHAT: APA ITU GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)? 

Saya tidak ingin membawa Anda berdiskusi panjang untuk membahas 
tentang terminologi, pengertian, definisi, atau filosofi Corporate Governance. Kita 
sepakati saja, mengingat panduan ini ditujukan kepada BUMN, maka lebih baik 
marilah kita bernaung dalam satu payung Kementerian BUMN saja. 

Dalam salah satu diktum Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 
Nomor: KEP -117 / M-MBU / 2002 tanggal 01 Agustus 2002 tentang Penerapan 
Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
disebutkan bahwa ”Prinsip Good Corporate Governance merupakan kaidah, norma 
ataupun pedornan korporasi yang diperlukan dalam sistein pengelolaan BLIMN yang 
sehat. ” 

Lebih jauh lagi disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut, ”Corporate 
Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BLIMN 
antuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna 
mewujudkan Nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap 
memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan Perataran 
Perundangan dan Nilai-nilai Etika.” 

Untuk lebih memberikan pemahaman tentang apa itu Good Corporate 
Governance, kita perlu rnendapatkan penjelasan tentang apa itu prinsip-prinsip 
Good Corporate Governance. 

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dimaksud dalam keputusan 
tersebut meliputi: 

 Transparansi (Transparency), yaitu keterbukaan dalarn melaksanakan proses 
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan inforrnasi 
materiil dan relevan mengenai Perusahaan. 

 Kemandirian (Independence), yaitu suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola 
secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari 
pihak mana pun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

 Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban organ, sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana 
secara efektif.  

 Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan 
Perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-
prinsip korporasi yang sehat. 

 Kewajaran (Fainess), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak 
stakeholder yang timbul berdasarkan Perjanjian dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. 

 

Dalarn bab ini pertanyaan mendasar yang harus Anda jawab adalah ”Apakah 
hak dan kewajiban para stakeholder Perasahaan telah dipenuhi dan dilaksanakan 
sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance? ” 
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Tidak sulit mencari jawabannya apabila Anda mau jujur menjawabnya. Buatlah 
daftar pertanyaan yang rnemakai kata tanya ”apa". Beberapa contoh pertanyaan 
antara lain: 

 Apakah saya secara cermat mengenali para Stakeholder saya yang meliputi 
Pemegang Saham / Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, 
Karyawan, Pernerintah, Kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya? 

 Apakah para Stakeholder saya telah terpenuhi haknya dan telah menjalankan 
kewajiban sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang 
meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan 
kewajaran? 

 Dengan kata lain, apakah para Stakeholder saya sudah comply to GCG'S 
Principles? 

 

 

 

 

2. WHY: MENGAPA GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)? 

Pertanyaan ini penting untuk diajukan, agar Anda tidak salah arah dalam 
menerapkan GCG di Perusahaan Anda. Mengapa BUMN wajib menerapkan GCG? 
jawaban sederhananya adalah untuk memenuhi Surat Keputusan Menteri BUMN 
nomor: KEP-177/ M-MBU/ 2002. 

Memang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN disebutkan bahwa “BUMN 
wajib menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai 
landasan operasionalnya.” 

Namun lebih jauh lagi dalam Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut telah 
dijelaskan bahwa penerapan GCG pada BUMN bertujuan untuk: 

a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, 
akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan 
memiliki daya saing yang kuat, baik secara Nasional maupun Internasional. 



4 
 

b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien serta 
memberdayakan fungsi dan rneningkatkan kemandirian organ. 

c. Mendorong agar organ dalam pembuatan keputusan dan menjalankan tindakan 
dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial 
BUMN terhadap stakeholder maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. 

d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian Nasional. 

e. Meningkatkan iklim investasi Nasional. 

f. Mensukseskan program privatisasi. 

 

Mengapa harus BUMN? 

Pertanyaan ini harus dijawab dengan penuh kesadaran, bahwa kata BUMN 
secara sederhana pada hakikatnya mengandung makna berikut ini. 

BU, sebagai Badan Usaha, BUMN harus mampu eksis dan berkembang sesuai 
dengan prinsip-prinsip korporasi yang- sehat. 

MN, sebagai Milik Negara, BUMN harus mampu memberikan kontribusi yang nyata 
bagi kepentingan Negara dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan bisnis Perusahaan akan 
dapat memenuhi karakteristik BUMN baik sebagai Badan Usaha maupun sebagai 
Milik Negara, karena penerapan GCG akan mampu meningkatkan Nilai Perusahaan. 
Pada gilirannya, hal ini akan meningkatkan kontribusi bagi Negara. 

Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa "Mau tidak mau, suka tidak saka, ” 
BUMN Wajib menerapkan prinsip-prisip GCG dalam proses bisnisnya. Saya ingin 
membagi pengalaman dengan Anda, dalam beberapa kali mengikuti seminar, 
diskusi panel, pertemuan-pertemuan yang membahas tentang GCG, selalu muncul 
pertanyaan, “Mengapa Good Governance tidak dimulai dari Pemerintah selaku 
pemegang saham atau Regulator terlebih dahulu (Good Government Governance), 
bukankah BUMN harus terlebih dahulu mendapatkan contoh panutan atau 
keteladanan yang baik dari Pemerintah ?” 

Nah! Pernyataan-pertanyaan inilah yang akan menjebak kita untuk bersikap 
apriori dan resisten terhadap penerapan GCG di BUMN. 

Ingatlah! GCG Start with I, tidak perlu menunggu Good Government 
Governance. Karena GCG akan meningkatkan citra dan nilai Perusahaan di mata 
para stakeholder Perusahaan Anda. 

Dalam bab ini pertanyaan mendasar yang harus Anda jawab adalah 
”Mengapa Perusahaan Anda wajib menerapkan GCG?" 

Tidak sulit untuk mencari jawabannya, buatlah daftar pertanyaan dengan 
memakai kata tanya ”Mengapa”. Beberapa contoh pertanyaan antara lain: 

a. Mengapa Perusahaan saya belum dapat meningkatkan Nilai dan Citra serta 
memberikan kontribusi yang maksimal kepada Negara?  

b. Mengapa Corporate Governance tidak dimulai dari Pemerintah selaku pemegang 
saham atau Regulator? 
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3. WHERE: DI MANA GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) 

DITERAPKAN? 

Penerapan GCG dilaksanakan di wilayah tempat para stakeholder 
melaksanakan praktek bisnisnya, baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang 
atau Perwakilan di mana pun mereka berada, Penerapan GCG tidak hanya di 
lingkungan tempat Pemegang Saham / Pemilik Modal, Komisaris / Dewan 
Pengawas, dan Direksi berada. Namun, lebih luas lagi, penerapan GCG adalah di 
wilayah tempat para stakeholder termasuk karyawan berdomisili.   Nah, pada 
hakikatnya di mana saja para stakeholder Perusahaan berada, di situ kegiatan 
penerapan GCG dilaksanakan. 

Untuk itu program-program sosialisasi ataupun pelatihan jangan hanya 
difokuskan pada karyawan yang berada di Kantor Pusat, namun harus dilakukan 
secara masif di seluruh Wilayah tempat Kantor-kantor Perusahaan Anda berada. 

Dalam bab ini pertanyaan yang mendasar yang harus Anda jawab adalah Di 
mana GCG diterapkan? Untuk menjawabnya, buatlah daftar pertanyaan dengan 
memakai kata tanya “Di mana”.  Sebagai contoh: 

1. Di mana domisili kantor Pemegang Saham/ Pemilik Modal, Komisaris / Dewan 
Pengawas, Direksi, Karyawan di seluruh jajaran Perusahaan dan stakeholder 
lainnya berada? 

2. Di mana kegiatan penerapan GCG dari stakeholder dilaksanakan. Hal ini panting 
untuk melihat dan mengecek di lokasi mana para stakeholder berada. 
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4. WHEN; KAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DITERAPKAN? 

lni merupakan suatu pertanyaan yang harus Anda jawab dengan tegas dan 

singkat dengan satu kalimat "Now and Forever’ 

Memang, saya berpendapat tidak ada jawaban yang pas untuk menjawab 

pertanyaan tersebut kecuali sekarang dan selamanya.  Janganlah Anda tunda 

sampai perusahaan yang Anda kelola jatuh terjerembap ke dalam jurang "Bad 

Corporate Governance” yang akan membutuhkan biaya dan waktu dalam  

pemulihannya. 

Untuk itu saya sarankan Anda cepat-cepat saja cari konsultan spesialis GCG 

untuk menjelaskan asesmen praktek GCG di Perusahaan Anda, menyusun Code of 

Conduct ataupun menyusun Board Manual untuk Komisaris dan Direksi atau Anda 

bersama-sama dengan Komisaris / Dewan Pengawas dan Direksi serta beberapa 

Staf inti Anda mengikuti Seminar/ Pelatihan tentang GCG dan segera membentuk 

Tim GCG. 

Tidak ada kata terlambat! Anda akan segera dapat menemukan suatu nuansa 

bahwa GCG memang perlu dan wajib diketahui dan dilaksanakan demi 

meningkatkan nilai perusahaan Anda di mata para stakeholder. 

Dalam bab ini pertanyaan mendasar yang harus Anda jawab adalah ”Kapan 

sebaiknya perusahaan saya menerapkan GCG?” 

Untuk mencari jawabannya, buatlah daftar pertanyaan dengan memakai kata 
tanya ”Kapan”, misalnya: 

a. Kapan saya dan Komisaris / Dewan Pengawas, Direksi, Staf inti Perusahaan 
akan mengikuti seminar, diskusi, panel, atau pelatihan GCG? 

b. Kapan saya akan mempekerjakan (hire) konsultan GCG? 

c. Kapan saya akan membentuk Tim GCG? 

d. Kapan Komitmen Manajemen tentang Penerapan GCG akan dideklarasikan? 
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5. WHO: SIAPA PEMAIN KUNCI PENERAPAN GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE (GCG)? 

Tanpa mengecilkan arti dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, pertanyaan 

Who merupakan pertanyaan yang saya anggap sangat penting. Hal ini mengingat 

jawaban atas pertanyaan Who akan memberikan penjelasan dan gambaran yang 

sangat berarti tentang siapa yang memainkan peran penting dalam penerapan GCG 

di suatu perusahaan. 

Manusia adalah faktor kunci utama berhasil tidaknya penerapan GCG di 

samping faktor sistem. Saya sering mengatakan hal ini dalam berbagai diskusi, 

seminar, pelatihan, atau pertemuan-pertemuan yang membahas tentang apa faktor 

kunci keberhasilan suatu perusahaan. 

Saya selalu konsisten mengatakan bahwa dua faktor utama kuncl 
keberhasilan perusahaan adalah Manusia dan Sistem.  Paling tidak ada tujuh pihak 
yang berkepentingan langsung sebagai Pemain Kunci yang dapat mempengaruhi 
berhasil tidaknya penerapan GCG di BUMN, atau yang saya sebut sebagai Key 
Persons. Mereka adalah: 

a. Pemegang Saham; 

b. Komisaris/Dewan Pengawas; 

c. Direksi; 

d. Manajer; 

e. Sekretaris Perusahaan; 

f. Satuan Pengawasan Intern; 

g. Tim Penerapan GCG. 
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Anda pasti bertanya-tanya tentang Mengapa Pemegang Saham dimaksukkan 

sebagai salah satu Pemain Kunci dalam Penerapan GCG? Bukankah Dia sebagai ” 

Pemilik” bukan ”Pengurus”? Justru karena pemegang saham sebagai pemilik maka 

ia harus dapat mengelola perusahaan secara balk sehingga perusahaan yang dibina 

dan dikelolanya mampu eksis dan berkembang. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 

1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara maupun dalam Anggaran Dasar Perusahaan sudah 

dijelaskan bahwa Organ Perseroan adalah RUPS/ Menteri, Direksi dan Komisaris / 

Dewan Pengawas? 

Untuk itu, dalam konteks Manajemen GCG, pemegang saham secara vertikal 

rnerupakan Salah satu pemain kunci suksesnya penerapan GCG di suatu 

perusahaan. 

Secara skematis 7 (tujuh) Key Persons dalam Manajemen GCG dapat 

digarnbarkan seperti berikut ini pada Gambar 2.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah ditetapkan siapa Key Persons dalam penerapan GCG di perusahaan 

Anda, sekarang marilah kita pahami sebenarnya apa hak dan kewajiban dari 

masing-masing Key Persons tersebut. 

Saya akan memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban dari masing-

masing Key Persons tersebut, yang saya sarikan dari beberapa referensi, antara lain 

Undang-Undang No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang 

No. 1/1955 tentang Perseroan Terbatas, Pedoman “Good Corporate Governance 

(Maret 2001) yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance 

dan Anggaran Dasar PT Pusri (Persero). 

Hak dan kewajiban masing-masing Key Persons dapat Anda lihat pada tabel di 

bawah ini. 
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Di samping tujuh pihak berkepentingan yang langsung tersebut, sebenarnya 

ada beberapa pihak yang dapat dikatakan sangat dekat dengan kegiatan 
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operasional perusahaan, diantaranya adalah Serikat Pekerja dan Persatuan Istri 

Karyawan. 

Memang unik kedengarannya rnemasukkan unsur Serikat Pekerja dan 

Persatuan Istri Karyawan sebagai unsur dari pihak-pihak yang berkepentingan. 

Namun, justru pihak-pihak tersebut menurut pengamatan saya selama ini 

secara tidak langsung rnemiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

pengambilan keputusan dan perilaku manajemen dan karyawan. Tanpa dorongan 

dan dukungan yang nyata dari pihak Serikat Pekerja maupun dari Persatuan Istri 

Karyawan, penerapan GCG di Perusahaan dirasakan kurang lengkap. 

Pihak-pihak berkepentingan lain di luar perusahaan yang memiliki pengaruh 

kuat dalam  pengambilan keputusan dan perilaku manajemen dan karyawan, antara 

lain Pemerintah, Departemen Teknis, Pemasok, Distributor, Pemerintah Daerah, 

Masyarakat sekitar, Partai Politik, Dewan Perwakilan Rakyat (Pusat maupun 

Daerah), para Kreditor, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa. Mereka 

semua perlu diperhatikan hak-hak dan harapannya. Mengingat mereka akan dapat 

mempengaruhi jalannya kegiatan usaha perusahaan. 

Memang, jika diinventarisasi, cukup banyak pihak-pihak yang berkepentingan 

dari perusahaan. Mereka semua merasa bahwa hak-hak rnereka perlu dipenuhi 

secara adil. Nah, inilah gambaran BUMN, Badan Usaha yang Milik Negara dan 

memiliki banyak pihak-pihak berkepentingan yang harus diperhatikan “hak-hak" dan 

”kepentingan-kepentingan”-nya demi kelangsungan hidup perusahaan. 

Mengapa tujuh pihak yang berkepentingan langsung tersebut perlu Anda 

"cermati”?   

Saya berpendapat, ketujuh pihak inilah “Key Persons In charge” yang harus 

diberikan ”pemahaman” (comprehension) secara mendalam tentang konsep-konsep, 

pengertian-pengertian, maksud dan tujuan penerapan GCG di Perusahaan.  

Merekalah yang menjadi kunci keberhasilan penerapan GCG, merekalah yang akan 

bertindak sebagai driving force atau motor penggerak. 

Untuk itu, rnereka perlu diberi pemahaman yang mendalam guna 

memperoleh ”komitmen” dalam rangka penerapan GCG di perusahaan. 

Pencapaian komitmen dari mereka akan memudahkan Anda melanjutkan 

tahapan berikutnya, yaitu melakukan "konsolidasi” (consolidation) dan 

melanjutkannya lagi dengan tahapan ”perbaikan terus menerus” (continuous 

improvement) yang pada gilirannya nanti Perusahaan Anda akan menjadi "Good 

Governed Company-G2C” 

Dalam bab ini pertanyaan yang mendasar yang harus Anda jawab dengan 
cermat adalah ”Siapa pihak yang menjadi Key Persons yang berkepentingan dalam 
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penerapan GCG di perusahaan saya?” Untuk mencari jawabannya, buatlah daftar 
pertanyaan dengan memakai kata tanya ”Siapa”. 
Berikut ini beberapa contohnya. 

a. Siapa pihak berkepentingan langsung yang mempengaruhi penerapan GCG? 

b. Siapa pihak berkepentingan tidak langsung (ekstern) yang mempengaruhi 

penerapan GCG?  

c. Siapa yang akan mengambil inisiatif pertama kali untuk memulai penerapan 

GCG? Pernegang Saharn, Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan) 

d. Siapa yang akan menjadi Pengarah & Pelaksana dalam penerapan GCG? 

 

 

 

6. HOW: BAGAIMANA MENERAPKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

(GCG )? 

Untuk menerapkan GCG di Perusahaan Anda, saya akan memperkenalkan suatu 
Model Penerapan GCG, yang disebut BE G2C atau dengan pengertian "Menjadi 
Good Governed Company-G2C, melalui 3 (tiga) tahap berikut ini.  
a. Tahap 1: Comprehension (Pemahaman Secara Mendalam) 
b. Tahap 2: Consolidation (Konsolidasi Manusia dan Sistem) 
c. Tahap 3: Continuous Improvement (Perbaikan terus menerus) 
Mari kita memahami lebih mendalam tentang Model Penerapan GCG atau ”G2C” 
dalam uraian bab selanjutnya. 
 
Sumber: 
Sudharmono, Johny, BE G2G Good Governed Company, Panduan Praktis Bagi 
BUMN untuk Menjadi “G2C-Good Governed Company” dan Mengelola Berdasarkan 
Suara Hati, Cetakan kedua, Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2004, Jakarta 
 


